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*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan
kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren
(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh
pembicara yang lain.




SIDANG DIBUKA PUKUL 10.07 WIB

KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]

Baik, kita mulai, ya.
Sidang Perkara Nomor 40/PUU-XXII/2024 saya nyatakan dibuka
dan Sidang terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Ini yang hadir
secara online lewat video call ini, ya, atau Zoom? Lewat Zoom, ya. Itu
Saudara Winda Purnamaningsih, betul?

PEMOHON: WINDA PURNAMANINGSIH [00:27]

Betul, Bu.

KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:28]

Ya, karena kalau menunggu Saudara dalam perjalanan,
persidangan jadi terlambat nanti. Jadi kita mulai dengan Zoom, ya. Baik,
Saudara Winda Purnamaningsih sebagai ... oh, ini Saudara Pemohonnya?
Prinsipal, ya?

PEMOHON: WINDA PURNAMANINGSIH [00:44]

Ya, Yang Mulia.

KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:45]

Prinsipalnya dari Indonesian Food Security, ya.
PEMOHON: WINDA PURNAMANINGSIH [00:48]

Ya, Yang Mulia.

KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:49]

Baik, ini sebetulnya agenda pada hari ini adalah berkenaan

dengan penyampaian pokok-pokok dari perbaikan permohonan. Tetapi

Mahkamah menerima surat, ya, yang disampaikan oleh Pemohon ini,
berkaitan dengan pencabutan Perkara Nomor 40/PUU-XXII/2024, vya,



10.

11.

12.

13.

14.

mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Apakah betul, ya, ini perlu kami konfirmasi, ya. Apakah betul surat
itu memang disampaikan oleh Pemohon dari Indonesian Food Security
Review? Mohon dijelaskan.

PEMOHON: WINDA PURNAMANINGSIH [01:34]

Ya, betul, Yang Mulia. Surat tersebut memang kami kirimkan ke
Mahkamah Konstitusi karena memang dari pihak kami sebagai Pemohon
ingin melakukan pencabutan perkara mengenai Pengujian Materiil
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut.

KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:49]

Ya, jadi ini betul, ya, disampaikan?
PEMOHON: WINDA PURNAMANINGSIH [01:52]

Betul, Yang Mulia.

KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:53]

Dan memang di dalam surat itu Pemohonnya, Para Pemohonnya
ada lima orang, tanda tangan semua, ya.

PEMOHON: WINDA PURNAMANINGSIH [02:01]

Ya, Yang Mulia.

KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:02]

Ya, baik. Berkenaan dengan pencabutan permohonan ini, kami
akan sampaikan nanti ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya, untuk
menyikapi surat yang Saudara sampaikan mengenai pencabutan ini. Jadi
tidak ada agenda untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan
permohonan, begitu ya. Bisa dimengerti, ya.

PEMOHON: WINDA PURNAMANINGSIH [02:23]

Bisa dimengerti, Yang Mulia.
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KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:24]

Ya, baik. Ada yang mau disampaikan lagi? Selain dari yang sudah
kami konfirmasi tadi?

PEMOHON: WINDA PURNAMANINGSIH [02:31]

Untuk dari kami, hanya seperti itu, Yang Mulia. Tapi mungkin ...
mungkin untuk teknisnya selanjutnya apa yang harus kami lakukan?

KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:39]

Ya, nanti Saudara tunggu saja, nanti ada pemberitahuan dari
Kepaniteraan. Kami yang dari Panel Hakim bertiga ini tidak langsung
memutus, tetapi akan diputuskan oleh sembilan Hakim dalam Rapat
Permusyawaratan Hakim, ya. Nanti Saudara Winda menunggu saja, vya,
dari Kepaniteraan. Bisa dimengerti, ya?

PEMOHON: WINDA PURNAMANINGSIH [03:00]

Baik.

KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:01]

Cukup, ya? Cukup?

PEMOHON: WINDA PURNAMANINGSIH [03:04]

Ya.

KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:06]

Ada yang mau disampaikan lagi?

PEMOHON: WINDA PURNAMANINGSIH [03:07]

Cukup, Yang Mulia.

KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:09]

Cukup. Ada tambahnya?

PEMOHON: WINDA PURNAMANINGSIH [03:11]

Tidak ada, Yang Mulia.



25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:12]

Baik. Baik, karena tidak ada lagi tambahan dan sudah dikonfirmasi
mengenai pencabutan ini, maka kami merasa sidang sudah selesai dan
ditutup. Terima kasih, ya.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.10 WIB
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